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Abstract

The criminal act of corruption is a criminal act that has a tremendous impact on the stability of the nation and
state. The impact of this criminal offense is highly systemic and incurs enormous losses in the state financial
sector. some cases occurred an ex-convict corruption case, when it was out of running his penalty, it turns out
to be more officials in the environment of his service. The purpose of this study is first to examine or analyze the
formulation policy of revocation of the Right to be elected and vote for convicted corruption, both reviewing or
analyzing the policies that can be applied in the formulation in the future. The research method used in this
legal research is juridical-normative. Whereas in essence the regulation concerning additional crime shall be
the revocation of certain rights including the right to be elected and to vote already regulated by the laws and
regulations in Indonesia. Although there has been renewal in the draft law the additional criminal provisions
may stand on its own, but the right to vote and vote is unclear, so there is still a gap for corrupt criminals who
can be public officials again.

Keywords: The Lifting of Rights, Convict, Corruption.

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat berdampak luar biasa dalam stabilitas bangsa
dan negara. Imbas dari tindak pidana ini sangat sistemik dan menimbulkan kerugian yang sangat besar dalam
sektor keuangan negara. beberapa kasus terjadi seorang mantan narapidana kasus korupsi, ketika sudah keluar
dari menjalankan pidanannya, ternyata justru menjadi pejabat lagi di lingkungan dinasnya. Tujuan penelitian
ini pertama untuk mengkaji atau menganalisis mengenai kebijakan formulasi pencabutan Hak untuk dipilih
dan memilih bagi terpidana korupsi, kedua mengkaji atau menganalisis kebijakan-kebijakan yang dapat
diterapkan dalam formulasi di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum
ini adalah yuridis-normatif. Bahwa pada dasarnya pengaturan mengenai pidana tambahan berupa pencabutan
hak-hak tertentu termasuk hak untuk dipilih dan memilih sudah diatur peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Walaupun sudah terdapat pembaharuan di dalam rancangan undang-undang pada ketentuan
pidana tambahan dapat berdiri sendiri, namun terkait hak memilih dan dipilih masih belum jelas, sehingga
masih ada celah bagi koruptor yang selesai menjalani pidana bisa menjadi pejabat publik lagi.

Kata Kunci: Pencabutan Hak, Terpidana, Tindak Pidana Korupsi.
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Pendahuluan

Pasca runtuhnya orde baru, indonesia meng-
alami era reformasi dengan melakukan berbagai
perubahan dan pembangunan pada aspek kehi-
dupan dalam berbangsa dan bernegara, serta
termasuk juga perubahan dan pembangunan dalam
bidang penegakan hukum. Salah satu yang menjadi
perhatian pemerintah adalah penegakan hukum
dalam bidang tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak
pidana yang sangat berdampak luar biasa dalam
stabilitas bangsa dan negara. Karena imbas dari
tindak pidana ini sangat sistemik dan menimbulkan
kerugian yang sangat besar dalam sektor keuangan
negara. Hal inilah yang mengakibatkan suatu
bangsa tidak bisa berkembang mengikuti kemajuan
zaman.

Perbuatan korupsi tergolong sebagai white
collar crime yang diartikan Sutherland sebagai crime
commited by person of respectability and high social sta-
tus in the course of their occupation (kejahatan yang
dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedu-
dukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam
pekerjaannya) (Ali, 2008), sebagai occupational crime
perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau
birokrat ini berkaitan dengan tindakan sewenang-
wenang yang dapat merugikan masyarakat, ko-
rupsi, manipulasi, kolusi, dan berbagai jenis keja-
hatan yang berkaitan dengan kekuasaan yang
dimiliki.

Sebagai extra ordinary crime, berbagai upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi selalu
menjadi kajian utama dalam berbagai literatur.
Selain itu juga, pemerintah pasca reformasi telah
menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga
pada tahun 2002 juga telah dibentuk lembaga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK adalah
suatu lembaga ad hoc yang dibentuk khusus untuk
menangani permasalahan korupsi di negeri ini.

Sejak dibentuk KPK telah menangani sedi-
kitnya 385 kasus tindak pidana korupsi. Sejumlah
keseluruhan perkara yang ditangani KPK tersebut,
masing-masing melibatkan anggota DPR dan
DPRD sebanyak 72 kasus, kepala lembaga/kemen-
terian sebanyak 9 kasus, duta besar sebanyak 4
kasus dan komisioner terdapat 7 kasus. Selain itu
terdapat juga 34 kasus yang melibatkan walikota/
bupati dan wakil bupati, kemudian untuk pejabat
eselon I, II, III juga terlihat dominan dengan jumlah
144 kasus, selain itu terdapat juga hakim 8 kasus,
swasta 87 kasus dan lainnya 41 kasus (Republika,
2014). Jumlah kasus ini belum termasuk kasus
korupsi yang ditangani oleh penyidik kepolisian
dan penyidik kejaksaan.

Melihat data banyaknya kasus korupsi yang
menjerat pejabat negara, ini membuktikan bahwa
penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia
sedang gencar-gencarnya dilakukan demi menye-
lamatkan negara. Namun walaupun aparat pene-
gak hukum sudah bekerja keras dalam mengung-
kap kasus korupsi, kenyataan di lapangan masih
terdapat koruptor-koruptor baru yang lahir meng-
gerogoti uang negara. Seolah tidak belajar dari ter-
pidana koruptor yang dijebloskan oleh KPK ke
lembaga Pemasyarakatan, namun justru semakin
berani melakukan perbuatannya.

Melihat realitas tersebut, berbagai upaya
dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari
pemiskinan koruptor hingga usulan dilakukannya
kerja sosial bagi pelaku korupsi sebagai efek jera.
Namun hal itu masih saja tidak menghentikan peri-
laku korup oleh pejabat di negeri ini. Bahkan yang
mengejutkan, dalam beberapa kasus terjadi se-
orang mantan narapidana kasus korupsi, ketika
sudah keluar dari menjalankan pidanannya, ter-
nyata justru menjadi pejabat lagi di lingkungan di-
nasnya. Sebagai contoh, “Azirwan mantan terpidana
korupsi dengan vonis 2 tahun 6 bulan penjara kasus suap
anggota Komisi IV Al Amin Nasution. Sebelum meng-
gundurkan diri atas desakan masyarakat, ia menjabat
sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau. Sedangkan di kabupaten Lingga eks
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terpidana korupsi masih menjabat Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Perhubungan, Kepala Dinas Pertanian dan
Perkebunan, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan.”
(Negara Hukum, 2014).

Kasus di lingkungan Pemkot Tanjung balai
di daerah Sumatera Utara “Seperti yang terjadi di
Pemerintahan Kota (Pemko) Tanjungbalai yang dipim-
pin oleh Walikota dan Wakil walikotanya Drs.H.Thamrin
Munthe M.Hum- Rolel harahap SE yang mengangkat
seorang PNS terpidana korupsi Sumiran SH menjadi
Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan
Asset Daerah (PPKAD) di Pemko Tanjungbalai. Kadis
PPKAD Pemko Tanjungbalai ini sesuai dengan yang
dilansir oleh kelompok Mahasiswa Kota Tanjungbalai
melalui selebarannya menyebutkan Sumiran SH adalah
mantan Kepala Dinas Keuangan di Pemerintahan Kabu-
paten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) yang pernah
dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan negeri Tapa-
nulisi Selatan (Tapsel) dengan Nomor Putusan: 126/
Pid.B/2002/PN.P.P.Pyb. dalam kasus korupsi yang
dilakukannya di Dinas keuangan Pemkab Madina”
(Kompasiana, 2014), yang terakhir terdapat juga
kasus kepala daerah terpidana korupsi bisa terpilih
lagi “selama ini pelaku korupsi kerap mendapatkan posisi
politik yang bagus setelah menjalani masa hukuman. Dia
mencontohkan dalam kasus di Boven Digoel, Papua dan
Tomohon, Sulawesi Utara. Pelaku sudah dihukum, tetapi
menang lagi dalam proses pemilihan kepala daerah
berikutnya” (Antikorupsijateng, 2014).

Beberapa kasus yang dipaparkan, terlihat
bahwa masih terdapat celah bagi mantan nara-
pidana koruptor untuk bisa eksis lagi menjadi se-
orang pegawai pemerintahan bahkan menjadi
pejabat. Hal ini sungguh mencederai perasaan
rakyat dimana keadaan masyarakat indonesia
sebagian besar masih dibawah garis kemiskinan,
namun justru perampok uang negara bisa meleng-
gang bebas kembali menduduki jabatan di peme-
rintahan.

Akhir tahun 2013 terdapat terobosan hukum
yang dilakukan KPK terhadap kasus simulator sim
yaitu menuntut untuk diberikannya pidana

tambahan bagi terdakwa Inspektur Jenderal Djoko
Susilo. Dan majelis hakim pun mengabulkan tun-
tutan KPK. Berikut kutipan putusan majelis hakim
tipikor Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu,
18 Desember 2013;
1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs.

Djoko Susilo, SH., M.Si.,telah terbukti secara sah
dan menyakinkan menurut hukum bersalah melaku-
kan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan
gabungan beberapa kejahatan serta Tindak Pidana
Pencucian Uang secara bersama-sama dan Gabung-
an beberapa kejahatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa
pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda
sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah),
subsidair 1 tahun kurungan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000 (tiga puluh
dua milyar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak mem-
bayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah
putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila
harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi
pidana penjara selama 5 tahun;

4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan
berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih
dan dipilih dalam jabatan publik; (Pengadilan
Tinggi Jakarta, 2014).

KPK melakukan sebuah terobosan dengan
penambahan penuntutan yaitu dengan memasuk-
kan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu
untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik
bagi pelaku korupsi. Hal ini terjadi untuk pertama
kalinya pada kasus korupsi mantan kepala Korps
Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif.
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Penelitian hukum normatif merupakan penelitian
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka. Metode pendekatan yang digunakan ada-
lah yang berorientasi pada kebijakan (policy ori-
ented approach). Sumber data berasal dari data
sekunder (bahan pustaka), yakni data yang
diperoleh dari bahan pustaka meliputi Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RKUHP,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, KUHP Asing meliputi KUHP Norwegia.
Metode pengumpulan data ditempuh dengan mela-
kukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.
Didalam pengumpulan data, sebanyak mungkin
data yang diperoleh dan dikumpulkan diharapkan
sesuai dengan permasalahan yang berhubungan
dengan penelitian ini.

Model Analisis yang dilakukan adalah Yuridis
Komparatif, yaitu dengan membandingkan
kebijakan legislatif negara-negara lain dalam
memformulasikan mengenai pencabutan hak
memilih dan dipilih, kemudian juga melakukan
Analisis Yuridis Preskriptif, untuk mengkaji
kebijakan formulasi hukum pidana yang akan
datang dalam memformulasikan mengenai penca-
butan hak memilih dan dipilih.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Kebijakan Formulasi Penjatuhan Pidana

Tambahan “Pencabutan Hak-Hak Tertentu
untuk Dipilih dan Memilih Dalam Jabatan
Publik”

Secara harfiah, “public office” merupakan
jabatan publik atau jabatan umum, yaitu suatu
posisi yang berhubungan dengan rakyat sebagai
keseluruhan (a position concerning the people as a
whole). Namun sebagai istilah hukum, perkataan
“public office” ini mengandung muatan mulai dari
pengertian yang paling sempit sampai yang pal-
ing luas. Dalam pengertian yang sempit, istilah ini
biasa dikaitkan dengan pengertian “pejabat negara”
yang secara administrasi ditentukan secara limi-

tatif sebagai pejabat negara berdasarkan Peraturan
Pemerintah yang khusus karena berhubungan de-
ngan ketentuan mengenai hak administratif berupa
tunjangan keuangan dan hak-hak protokoler
(Ashiddiqie).

Sedangkan secara umum, “public office” me-
mang biasa diartikan sebagai “a position or occupa-
tion established by law or by the act of a government
body, for the purpose of exercising the authority of the
government in the service of the public”. Namun dalam
praktik di Amerika Serikat seperti tercermin dalam
berbagai putusan pengadilan, pengertian “public
office” dapat juga dipahami secara lebih terbatas.
Pertama, “public officer” dibedakan dari “public
employee”. Kedua, pemegang jabatan publik diten-
tukan berdasarkan kewenangannya untuk mem-
buat keputusan atas nama negara atau kepentingan
publik. Jika jabatan dimaksudkan hanya bersifat
“advisory” yang berisi pertimbangan yang tidak
mengikat atau rekomendasi yang tidak memaksa
dalam proses pengambilan keputusan, jabatan ter-
sebut tidak dipandang sebagai “public office”
(Ashiddiqie).

Tujuan hukum pidana tidak identik dengan
hal yang berkaitan dengan pengenaan sanksi
pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat
berupa tindakan-tindakan pengamanan. Tindak pi-
dana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena
telah melanggar hukum (pidana).

Penjatuhan pidana dipandang sebagai suatu
hal yang berupa nestapa yang dapat dikenakan
kepada pembuat karena melakukan suatu delik.
Hal ini bukan merupakan tujuan akhir hukum pi-
dana namun sebagai tujuan terdekat. Inilah per-
bedaan antara pidana dan tindakan karena tin-
dakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan
tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat
menjadi satu, yaitu memperbaiki pelaku tindak
pidana.

KUHP indonesia mengenal 2 kelompok jenis-
jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tam-
bahan. Menurut Pasal 10 KUHP Pidana Pokok
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terdiri dari; 1) Pidana mati 2) Pidana penjara 3)
Pidana kurungan 4) Pidana denda 5) Pidana
tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20
Tahun 1946). Kemudian untuk pidana tambahan
adalah pencabutan hak-hak tertentu seperti; 1)
Perampasan barang-barang tertentu dan, 2)
Pengumuman putusan Hakim.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP
hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan
suatu putusan pengadilan adalah: 1) Hak meme-
gang jabatan pada umumnya atau jabatan yang
tertentu, 2) Hak untuk memasuki angkatan ber-
senjata, 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilih-
an yang diadakan berdasarkan aturan-aturan
umum, 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus
atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali
pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan
atas orang yang bukan anak sendiri, 5) Hak menja-
lankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian
atau pengampuan atas anak sendiri, 6) Hak menja-
lankan mata pencarian tertentu.

Pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP
mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pen-
cabutan hak sebagai berikut; 1) Dalam hal pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lama-
nya pencabutan adalah seumur hidup, 2) Dalam
hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau
pidana kurungan, lamanya pencabutan paling
sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun
lebih lama dari pidana pokoknya, 3) Dalam hal pi-
dana denda, lamanya pencabutan paling sedikit
dua tahun dan paling banyak lima tahun. Ayat (2)
menyatakan bahwa Pencabutan hak itu mulai ber-
laku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.
Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat se-
orang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-
aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk
pemecatan itu.

Sementara itu di dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi juga sudah terdapat ketentuan mengenai
penjatuhan pidana tambahan, Pasal 18 ayat (1)
menyatakan bahwa Selain pidana tambahan seba-
gaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a) Perampasan barang bergerak yang berwujud
atau yang tidak berwujud atau barang tidak ber-
gerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan
milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dila-
kukan, begitu pula dari barang yang menggantikan
barang-barang tersebut, b) Pembayaran uang
pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya
sama dengan harta benda yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi, c) Penutupan seluruh atau
sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1
(satu) tahun d) Pencabutan seluruh atau sebagian
hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau
sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau
dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2) menyatakan bahwa Jika terpidana
tidak membayar uang pengganti sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam
waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Terakhir ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal
terpidana tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
maka dipidana dengan pidana penjara yang lama-
nya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana
pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah
ditentukan dalam putusan pengadilan.

Putusan pengadilan dalam kejahatan korupsi
hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang terka-
dung dalam Pancasila untuk terciptanya keadilan
sesungguhnya. Penerapan Pancasila ini sebagai per-
wujudan negara hukum Pancasila dalam proses per-
adilan dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-
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prinsip dan asas-asas persidangan yang baik sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila. (Sunarjo, 2014). Oleh
karena itu penerapan asas Pancasila ini sebagai
dasar penguat hakim dalam menjatuhkan pidana
tambahan.

Pidana tambahan pada dasarnya merupakan
pidana yang bersifat menambah pidana pokok
yang dijatuhkan, serta tidak dapat berdiri sendiri
kecuali dalam hal-hal tertentu. Selain itu juga pi-
dana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat
dijatuhkan tetapi tidaklah harus (Setiady, 2010).
Berkaitan dengan pencabutan Hak-hak tertentu
dalam sejarahnya, sanksi ini sudah dapat kita
temukan dalam hukum romawi. Misalnya di sini
infamia (hilangnya sejumlah hak istimewa sebagai
warga Romawi atau hilangnya kehormatan), demi-
nutio existimationis (pengurangan kehormatan)
yang dijatuhkan terhadap perbuatan melakukan
pekerjaan-pekerjaan tidak terhormat, termasuk
pada pelanggaran kontrak, dan juga berhubungan
dengan vonis terhadap sejumlah kejahatan tertentu
(Remmelink, 2003). Cirinya adalah bahwa hukuman
demikian tidak dijatuhkan melainkan berlaku
secara otomatis dan sejauh mungkin berupaya
mewujudkan restitutioin integrum yang kadang ber-
arti seumur hidup. Hukuman ini berwujud pen-
cabutan keseluruhan hak privat maupun publik ter-
pidana.

Kanter dan Sianturi (2002), juga mengingat-
kan pencantuman pidana tambahan dalam Buku I
KUHP tidak berarti bahwa pidana tambahan dapat
ditambahkan untuk setiap pemidanaan. HB Vos
mengatakan bahwa pidana pencabutan hak-hak
tertentu berada di ranah kehormatan, yang mem-
bedakannya dari pidana hilang kemerdekaan.
Pertama, pencabutan hak tertentu tidak otomatis
karena harus ditetapkan lewat putusan hakim.
Kedua, tidak berlaku seumur hidup tetapi menurut
jangka waktu menurut undang-undang dengan
suatu putusan hakim (Hamzah, 2008).

Pencabutan hak tertentu hanya untuk delik-
delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang.

Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-
undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan
dalam suatu perbuatan seperti Pasal 350 KUHP.
Pasal ini menyebutkan pada waktu menjatuhkan
hukuman untuk perkara makar mati (doodslag),
pembunuhan berencana (moord) atau karena salah
satu kejahatan yang diterangkan Pasal 344, 347,
dan 348, dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak-
hak yang disebut dalam Pasal 35 KUHP.

Menurut Roeslan Saleh (1960), masuknya
pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pem-
bentuk undang-undang menganggap hukuman
tambahan tersebut patut. Kepatutan bukan karena
ingin menghilangkan kehormatan seseorang,
melainkan karena alasan lain seperti pencegahan
khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang men-
jadi dokter karena malpraktik. Maksud pencabutan
hak tersebut adalah agar perbuatan serupa tidak
lagi dilakukan lagi oleh pelaku tindak pidana atau
seringkali dikenal dengan recidive.

B. Kebijakan Formulasi Penjatuhan Pidana
Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu
untuk Dipilih dan Memilih Dalam Jabatan
Publik Bagi Terpidana Korupsi

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-
hak tertentu bukanlah merupakan hal yang baru
karena memang sudah terdapat di KUHP dan juga
undang-undang tindak pidana korupsi. Namun se-
lama ini baru pada kasus Irjen Djoko Susilo, hakim
memutuskan untuk memberikan pidana tambahan
berupa pencabutan hak politik bagi pelaku tindak
pidana korupsi. Sedangkan pada kasus yang baru
tahun 2014 ini, KPK kembali menuntut seorang ter-
dakwa koruptor yaitu Akil Muchtar dengan pidana
tambahan pencabutan hak-hak tertentu, namun
majelis hakim PN Jakarta Pusat tidak menjatuhkan
putusan sebagaimana dituntut oleh Jaksa KPK.

Sebagai kejahatan yang luar biasa, oleh
karena itu dalam penanganan tindak pidana ko-
rupsi harus lah dengan cara-cara yang luar biasa
pula. Dalam praktiknya tindak pidana korupsi
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sering diidentikkan oleh penyalahgunaan kekuasa-
an dari pejabat yang berwenang demi mendapat-
kan keuntungan secara pribadi. Hal ini persis
seperti yang disampaikan Kartono dalam (Ravida,
2003) bahwa korupsi sebagai tingkah laku individu
yang menggunakan wewenang dan jabatan guna
mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepen-
tingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan
gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan,
demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap
sumber-sumber kekayaan negara dengan meng-
gunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan for-
mal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan
senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Melihat realitas yang terjadi mengenai tindak
pidana korupsi yang memang sering kali meru-
pakan sebuah kejahatan yang dilakukan dalam
jabatan, dan hingga faktanya bahwa terpidana ko-
rupsi yang sudah bebas masih bisa melenggang
bebas menduduki suatu jabatan tertentu dalam
pemerintahan, tentunya kita tidak bisa tinggal
diam melihat permasalahan ini. Menurut Adami
Chazawi, (2002) teori pemidanaan dikenal teori
relatif atau teori tujuan, teori ini berpokok pangkal
pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk mene-
gakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.
Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan
untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pi-
dana. Pidana adalah alat untuk mencegah tim-
bunya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata
tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari
sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pi-
dana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (noodzake-
lijk) diadakan.

Dilihat dari sifat pencegahannya, teori relatif
mempunyai 2 macam sifat, yaitu pencegahan
umum (generale preventie) dan pencegahan khusus
(speciale preventiae). Diantara teori-teori pencegahan
umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-
nakuti adalah teori yang paling lama dianut orang.
Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada
penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) men-

jadi takut untuk berbuat kejahatan (Chazawi, 2002).
Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi,
pidana yang dijatuhkan selama ini hanya bersifat
pidana badan, namun belum menyentuh ke dalam
aspek setelah seorang terpidana menjalankan
pidananya. Hingga pada akhirnya dalam beberapa
kasus terpidana koruptor selesai menjalani masa
pidana, masih bisa kembali lagi menjadi seorang
pejabat pemerintahan. Hal ini akhirnya kurang
memberikan efek jera karena koruptor sendiri
masih diberi kesempatan bekerja di pemerintahan.

Diperlukan upaya penalisasi dan depenali-
sasi yang efektif untuk menanggulangi tindak
pidana korupsi, karena penjatuhan pidana selain
bertujuan memberikan nestapa kepada pelaku juga
sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Penalisasi merupakan proses kebijakan legislasi
tentang sistem penjatuhan sanksi pidana. Apakah
suatu perbuatan (jahat), tindak pidana itu perlu di-
ancam dengan sanksi pidana atau tidak (sanksi non
penal) merupakan hal penting dalam pertimbangan-
nya. Jadi penalisasi itu merupakan wujud dari kebi-
jakan legislasi yang mengancam pidana terhadap
perbuatan pidana (Setiyono, 2016).

Dengan demikian dalam suatu keadaan pe-
nalisasi dapat dikatakan sama dengan kriminali-
sasi, tetapi dalam keadaan lain penalisasi tidak
sama dengan kriminalisasi, karena ada perbuatan-
perbuatan yang dikriminalisasi tetapi tidak
dipenalisasikan, melainkan dengan jenis sanksi
yang lain yang bersifat non penal, yaitu dengan
tindakan (maatregel). Sebaliknya, depenalisasi itu
merupakan proses menghilangkan sanksi yang ber-
sifat menghukum (pidana). Semula suatu perbuatan
pidana atau tindak pidana tersebut diancam de-
ngan sanksi pidana dirubah menjadi perbuatan pi-
dana atau tindak pidana yang tidak diancam de-
ngan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi lain
yang lebih bersifat edukatif dan humanis sehingga
diharapkan pelaku tindak pidana tersebut bisa
pulih kembali menjadi manusia yang baik dalam
kehidupan masyarakat. Jadi dalam depenalisasi itu
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sifat perbuatan si pelaku tetap merupakan per-
buatan yang bersifat melawan hukum, tetap meru-
pakan perbuatan pidana, namun terhadap perbuat-
an pidana tersebut tidak dijatuhkan sanksi pidana,
melainkan diberi sanksi tindakan atausanksi lain
yang bersifat mendidik (Setiyono, 2016).

Berkaitan dengan penjatuhan pidana tam-
bahan berupa pencabutan hak-hak dipilih dan me-
milih atau biasa disebut hak politik untuk mendu-
duki jabatan tertentu, hal ini haruslah menjadi kon-
sen bersama untuk dirumuskan kembali sebagai
pembaharuan hukum pidana terkhusus dikenakan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pencabutan
hak memilih dan dipilih meliputi hak pilih aktif
dan pasif. Ada perbedaan KUHP Indonesia dengan
WvS Belanda. KUHP Indonesia kata “pemilihan”
lebih luas pengertiannya karena merujuk pada
peraturan umum, tidak dikatakan pemilihan menu-
rut ketentuan Undang-Undang.

Utrecht menjelaskan masalah ini lebih
gamblang, redaksi WvS 1915 –kemudian menjadi
KUHP Indonesia—menggunakan kalimat ‘krachtens
algeemene verordeningen gehouden verkiezingen’,
sedangkan Wvs Belanda memuat kalimat ‘krachtens
wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen’. Jadi,
menurut Utrecht (1999), di Indonesia bukan
mengenai apakah hak pilih aktif dan hak pilih pasif
itu ditentukan dalam suatu peraturan umum yang
dibuat pemerintah pusat/daerah, residen, atau hu-
kum adat. Cukup jika pemilihan itu didasarkan
pada suatu peraturan umum yang dibuat oleh pe-
merintah pusat dan kemudian digunakan sebagai
dasar suatu peraturan daerah atau mengakui dan
memperkuat suatu peraturan hukum adat.

Beberapa KUHP Asing yang memuat
mengenai pidana tambahan ada beberapa yang
bisa menjadi bahan rujukan sebagai bahan pemba-
haruan. KUHP Norwegia terdapat pidana tambah-
an (supplementary punishment) yang diatur dalam
Pasal 16 dan salah satunya terdiri dari deprivation
of right (perampasan hak) berupa hak menjadi ang-
gota angkatan bersenjata (diatur dalam Pasal 30)

dan hak untuk memilih dan dipilih (Pasal 31) (Arief,
2010). Namun sebagai catatan, menurut Barda
Nawawi Arief (2010), dalam pasal 15 yang meng-
atur pidana pokok ada ketentuan bahwa dalam
keadaan-keadaan khusus seseorang dapat dikena-
kan pidana pencabutan hak-hak tertentu (depriva-
tion of certain rights) seperti tersebut dalam Pasal
29 yaitu berupa; a) Kehilangan hak untuk jabatan-
jabatanumum/pemerintahan (loss of public office),
b) Kehilangan hak untuk memegang jabatan atau
meneruskan pekerjaan tertentu (loss of the right to
hold office or to pursue a certain occupation). Menurut
Pasal 15, jenis pidana ini (loss of right/ deprivation of
right) dapat sebagai pidana yang berdiri sendiri
disamping pidana lain atau sebagai pidana peng-
ganti (in addition to or instead of other punishment).

Hal ini lah yang seharusnya bisa menjadi
bahan pembaharuan berkaitan dengan pencabutan
hak untuk dipilih dan memilih atau hak untuk
memegang jabatan tertentu. Di Indonesia sendiri
terkait dengan pidana tambahan pencabutan hak-
hak tertentu sudah diformulasikan dalam Rancang-
an Undang-Undang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana tahun 2012 (RUU KUHP 2012) pada
Pasal 67 bukan sebagai pidana tambahan yang
bersifat fakultatif, namun pidana tambahan ter-
sebut bisa berdiri sendiri. Berikut ketentuan dalam
Pasal 67 RUU KUHP 2012 ayat (1) Pidana
tambahan terdiri atas; pencabutan hak tertentu,
perampasan barang tertentu dan/atau tagihan,
pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti
kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat
atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam
masyarakat. Ayat (2) Pidana tambahan dapat di-
jatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, se-
bagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dija-
tuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan
yang lain, ayat (3) Pidana tambahan berupa peme-
nuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban
menurut hukum yang hidup dalam masyarakat
atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi
dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam
perumusan tindak pidana, ayat (4) Pidana tambah-
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an untuk percobaan dan pembantuan adalah sama
dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya,
ayat (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang
melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana
tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan per-
undang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

RUU KUHP 2012 sudah memperbaharui
mengenai pencabutan hak tertentu yang dapat ber-
diri sendiri, selain itu juga pada Pasal 92 memang
sudah mengkualifikasikan bahwa penjatuhan
pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu
yaitu hak untuk memegang suatu jabatan tertentu,
namun terkait hak memilih dan dipilih masih beru-
pa sebuah pidana tambahan yang bersifat umum.
Serta pada akhirnya hal ini menjadi kewenangan
dari aparat penegak hukum sendiri apakah mau
diterapkan atau tidak, sehingga esensinya menjadi
tidak jauh berbeda dari KUHP saat ini karena
kurang menekankan sebuah kewajiban dalam
menerapkannya terkhusus terhadap terpidana
kasus tindak pidana korupsi.

Dengan dicabutnya hak politik bagi terpi-
dana korupsi, tentunya mencegah perbuatan se-
rupa terulang lagi, sehingga peluang-peluang bagi
recidive tindak pidana korupsi menjadi tertutup.
Selain itu perlu dipertimbangkan juga untuk men-
cabut tunjangan pensiun bagi mantan pejabat yang
terbukti melakukan tindak pidana korupsi, agar
dapat menimbulkan efek jera sekaligus shock terapy
bagi pejabat yang lain agar tidak melakukan tindak
pidana korupsi. Hal ini juga berlaku terhadap partai
politik sebagai produsen utama pejabat publik yang
menempati posisi-posisi strategis dalam lembaga
pemerintahan untuk transparan dan akuntabel
dalam pengelolaan keuanganya sehinga terwujud
tata kelola partai politik yang baik sehinga men-
cegahpula terjadinya tindak pidana korupsi
(Nahuddin, 2015).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahas-
an, dapat disimpulkan Bahwa pertama, pada dasar-

nya pengaturan mengenai pidana tambahan berupa
pencabutan hak-hak tertentu termasuk hak untuk
dipilih dan memilih sudah diatur didalam KUHP
dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi. Kedua Bahwa walaupun sudah terdapat
pembaharuan di dalam RUU KUHP 2012 pada
ketentuan pidana tambahan dapat berdiri sendiri,
namun terkait hak memilih dan dipilih masih belum
jelas, sehingga masih ada celah bagi koruptor yang
selesai menjalani pidana bisa menjadi pejabat
publik lagi.
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